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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Kominfo dan Bappeda  

Transkrip Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Tulungagung 

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025 

Waktu       : 10.00 WIB 

Tempat      : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 

Narasumber : Diah Martiana Hadianti selaku Statisi Ahli Muda  

Pewawancara : Peneliti (Muhammad Nur Hasan R.A.) 

• Pewawancara : Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data di Kabupaten 

Tulungagung? 

Narasumber  : Kami memulai dengan membentuk Forum Satu Data Daerah, menyusun Perbup 

No. 42 Tahun 2021, dan membangun portal data sebagai pusat integrasi informasi. 

• Pewawancara : Apa saja tugas dan wewenang Diskominfo dalam program Satu Data? 

Narasumber  : Kami berperan sebagai walidata, mengumpulkan, memverifikasi, dan 

menyebarluaskan data dari OPD. Selain itu, kami juga menyusun standar metadata dan 

menjamin keamanan data. 

• Pewawancara : Bagaimana koordinasi pelaksanaan kebijakan ini dengan OPD lain? 

Narasumber  : Kami adakan rapat koordinasi rutin, pelatihan teknis, dan pendampingan agar 

OPD memahami peran sebagai produsen data. Kami juga fasilitasi sistem unggah data secara 

daring. 

• Pewawancara : Bagaimana alur pengumpulan data dari OPD yang dikelola Diskominfo? 

Narasumber  : OPD mengunggah data melalui sistem yang sudah disiapkan. Data tersebut 

diverifikasi oleh kami sebelum dipublikasikan di portal satu data. 

• Pewawancara : Apakah ada prosedur standar untuk menjamin akurasi dan keandalan data? 

Narasumber  : Ya, kami menetapkan SOP input data, verifikasi, validasi, serta review berkala 

melalui forum data untuk menjaga kualitas data. 

• Pewawancara : Bagaimana kesiapan infrastruktur TI di Diskominfo? 

Narasumber  : Kami memiliki server lokal, backup cloud, serta portal data yang terus 

dikembangkan. Saat ini sudah memadai untuk kebutuhan dasar integrasi data. 

• Pewawancara : Apakah ada pembaruan infrastruktur yang dilakukan? 

Narasumber  : Kami lakukan peningkatan kapasitas server, penambahan firewall, dan 

pengembangan aplikasi Satu Data versi 2.0. 

• Pewawancara : Apa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data? 

Narasumber  : Tantangan utama adalah konsistensi OPD dalam mengirim data, keterbatasan 

SDM, serta keterbatasan anggaran pengelolaan sistem. 

• Pewawancara : Bagaimana mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan perangkat? 

Narasumber  : Kami berikan pelatihan teknis dan pendampingan langsung ke OPD, serta 

optimalkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan akses. 

• Pewawancara : Bagaimana Diskominfo melakukan sosialisasi kebijakan ini? 

Narasumber  : Kami adakan bimbingan teknis, seminar, serta publikasi digital di media sosial 

dan website resmi pemerintah daerah. 
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Transkrip Wawancara dengan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung 

Hari/Tanggal : Senin, 3 februari 2025 

Waktu       : 10.00 WIB 

Tempat      : Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung 

Narasumber  : Cahyorini Wulandari, S.si– Perencana Ahli Muda 

Pewawancara : Peneliti (Muhammad Nur Hasan R.A.) 

 

• Pewawancara : Apa saja tugas dan kewenangan BAPPEDA dalam program kebijakan Satu 

Data? 

Narasumber  : Kami bertugas sebagai koordinator data perencanaan pembangunan. BAPPEDA 

memastikan data dari OPD terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kami juga 

terlibat dalam validasi akhir data yang akan digunakan dalam RPJMD maupun RKPD. 

• Pewawancara : Bagaimana peran BAPPEDA dalam menyusun rencana kebijakan Satu 

Data agar selaras dengan rencana pembangunan daerah? 

Narasumber  : Kami melakukan pemetaan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan, 

lalu menyelaraskannya dengan standar metadata dan kebutuhan lintas sektor. Selain itu, kami 

juga aktif dalam forum satu data daerah bersama Diskominfo. 

• Pewawancara : Apakah kebijakan Satu Data sudah terintegrasi dalam RPJMD? 

Narasumber  : Sudah. Dalam RPJMD 2021–2026, Satu Data Indonesia menjadi bagian dari 

strategi digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek penguatan perencanaan 

berbasis data. 

• Pewawancara : Bagaimana BAPPEDA memanfaatkan data dari kebijakan Satu Data untuk 

mendukung pembangunan? 

Narasumber  : Data tersebut kami gunakan untuk menyusun indikator kinerja daerah, analisis 

situasi, dan menentukan prioritas pembangunan. Misalnya data kemiskinan, stunting, dan IPM 

menjadi dasar penentuan program. 

• Pewawancara : Apakah ada indikator pembangunan yang disesuaikan berdasarkan data 

yang dikumpulkan? 

Narasumber  : Ya, indikator seperti persentase rumah tangga miskin ekstrem dan rasio 

partisipasi sekolah menengah kini diperbarui sesuai dengan data yang kami terima secara 

berkala dari Satu Data. 

• Pewawancara : Bagaimana koordinasi BAPPEDA dengan OPD lain dalam memastikan 

kesesuaian data? 

Narasumber  : Kami berkoordinasi dalam forum teknis perencanaan. Di situ kami bahas 

ketersediaan data, metode pengumpulan, dan integrasi dalam sistem. 

• Pewawancara : Bagaimana sinergi antara BAPPEDA dan OPD dalam validasi dan 

verifikasi data? 
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Narasumber  : Kami bekerja sama dengan OPD dalam memverifikasi data mentah, kemudian 

menyusun data analitik yang dipakai dalam perencanaan. Validasi dilakukan dua arah, baik 

dari produsen maupun pengguna data. 

• Pewawancara : Bagaimana BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap penggunaan data 

kebijakan Satu Data? 

Narasumber  : Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dalam bentuk review data capaian 

indikator pembangunan dan rekomendasi untuk perbaikan data tahun berikutnya. 

• Pewawancara : Apakah ada dampak nyata terhadap kualitas perencanaan sejak kebijakan 

ini diterapkan? 

Narasumber  : Sangat terasa. Analisis kami menjadi lebih presisi, waktu penyusunan dokumen 

perencanaan lebih cepat, dan intervensi program lebih tepat sasaran. 

• Pewawancara : Bagaimana BAPPEDA mengatasi kendala dalam pemanfaatan data dari 

Diskominfo? 

Narasumber  : Jika ada kekurangan data, kami langsung menghubungi Diskominfo atau OPD 

terkait. Selain itu, kami juga mengembangkan dashboard monitoring internal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Lampiran 2: Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 3: Kartu Kendali Bimbingan Skripsi  
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Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Ke 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
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Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dari Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Ke 

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
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Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Penelitian Dari Bakesbangpol Ke UIN Sayyid Ali  

Rahmatullah Tulungagung  
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Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara Dengan Perencana Ahli Muda di Bappeda 

Kabupaten Tulungagung  
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Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Pengelolaan Data & Statistik dan 

Statisi Ahli Muda di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 
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